
 

 

 

         PERATURAN BUPATI  BREBES 

   NOMOR    40    TAHUN   2015      

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BREBES, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan   

Daerah Kabupaten Brebes Nomor  Tahun 2015 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014;  

 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang   Nomor 17 Tahun  2003    tentang     

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan   Lembaran   Negara  

Republik  Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4400 ); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416)  sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir  

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007  

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);   

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 

14A); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6  Tahun 2014 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun  2014 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 

Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 

2014 Nomor 5); 

21. Peraturan Bupati Brebes Nomor 095 Tahun  2013 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 62); 

22. Peraturan Bupati Brebes Nomor 052 Tahun  2014 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 (Berita 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 35); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-

JAWABAN PELAKSANAAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH  KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 

2014. 
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Pasal  1 

 

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2014 terdiri atas : 

 

1.  Pendapatan   

 a. Pendapatan Asli Daerah 

  

Rp  267.770.613.635,00   

 b. Dana Perimbangan 

  

Rp1.337.754.199.863,00   

 

c. Lain-lain Pendapatan yang 

Sah 

 

 Rp 438.395.468.210,00   

   Jumlah Pendapatan  

 

Rp2.043.920.281.708,00  

      

2.  Belanja    

 a. Belanja Tidak Langsung   

  1) Belanja Pegawai Rp 978.113.177.808,00  

  2) Belanja Bunga Rp                            -   

  3) Belanja Subsidi Rp                            -   

  4) Belanja Hibah Rp28.208.080.000,00   

  5) Belanja Bantuan Sosial Rp16.849.270.000,00   

  6) Belanja Bagi Hasil Rp     295.190.340,00   

  7) Belanja Bantuan   Rp70.421.623.394,00   

  8) 

Keuangan 

Belanja Tidak Terduga  Rp  3.206.521.766,00   

     

 

Rp1.106.093.863.308,00  

      

 b. Belanja Langsung   

  1) Belanja Pegawai Rp  42.826.692.028,00   

  2) Belanja Barang & Jasa    Rp535.276.002.137,00   

  3) Belanja Modal Rp282.972.400.128,00   

      Rp 861.075.094.293,00  

   Jumlah Belanja  Rp1.967.168.957.601,00  

      

   Surplus / (Defisit )   Rp  76.751.324.107,00  
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3.  Pembiayaan 

 a. Penerimaan  Rp 381.142.378.867,00   

 b. Pengeluaran  Rp     5.918.481.900,00   

   

Jumlah Pembiayaan 

Neto  

 

 

 Rp 375.223.896.967,00  

      

   

Sisa lebih pembiayaan  

anggaran tahun 

berkenaan   Rp 451.975.221.074,00  

 

Pasal 2 

 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati  ini. 

 

Pasal  3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran. 

 

Pasal  4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Brebes. 

 

 

        Ditetapkan  di   Brebes 

        pada tanggal                2015 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI  BREBES, 

IDZA PRIYANTI 


